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ABSTRACT

This study aims to analyze the procedural implementation of Death Benefit (Jaminan Kematian/JKM)
claims in supporting internal control at BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Branch Office. The focus of the
research is directed at the stages of the claim procedures, the implementation of Standard Operating
Procedures (SOP), segregation of duties, authorization systems, and the utilization of integrated
information systems in strengthening internal control. The research method used is descriptive
qualitative, with data collected through interviews, observations, and documentation studies. The results
indicate that the procedural implementation of JKM claims has been carried out in a structured and
consistent manner in accordance with nationally established SOPs. Each stage of the process, starting
from document submission, document verification, participant data validation, to authorization and fund
disbursement, has been systematically recorded through an integrated information system. The
implementation of segregation of duties between the service unit and the finance unit, along with a
tiered authorization system, plays a significant role in minimizing errors and potential irregularities.
Furthermore, the use of a digital system generates an audit trail that supports transparency,
accountability, and effective supervision. Therefore, the implementation of the JKM claim procedural
system at BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Branch Office not only functions as an operational guideline
but also serves as a primary instrument in strengthening the organization’s internal control.

Keywords: Procedural System, Death Benefit, Internal Control, BPJS Ketenagakerjaan, Claim Process.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedural klaim Jaminan Kematian (JKM)
dalam mendukung pengendalian internal pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng. Fokus penelitian
diarahkan pada tahapan prosedur klaim, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pemisahan
fungsi, sistem otorisasi, serta pemanfaatan sistem informasi terintegrasi dalam memperkuat
pengendalian internal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi prosedural klaim JKM telah dilaksanakan secara terstruktur dan konsisten sesuai
dengan SOP yang berlaku secara nasional. Setiap tahapan proses, mulai dari penerimaan berkas,
verifikasi dokumen, validasi data kepesertaan, hingga otorisasi dan pencairan dana, telah
terdokumentasi secara sistematis melalui sistem informasi terintegrasi. Penerapan pemisahan fungsi
antara unit pelayanan dan unit keuangan, serta sistem otorisasi berjenjang, berperan penting dalam
meminimalkan risiko kesalahan dan potensi penyimpangan. Selain itu, penggunaan sistem digital
menghasilkan jejak audit (audit trail) yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas
pengawasan. Dengan demikian, implementasi sistem prosedural klaim JKM di BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Buleleng tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai instrumen
utama dalam memperkuat pengendalian internal organisasi.

Kata kunci: Sistem Prosedural, Jaminan Kematian, Pengendalian Internal, BPJS Ketenagakerjaan, Proses
Klaim.
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1. Pendahuluan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang memberikan perlindungan sosial bagi
tenaga kerja, salah satunya melalui program Jaminan Kematian (JKM). Pelaksanaan klaim JKM
memerlukan sistem prosedural yang efektif dan didukung oleh pengendalian internal yang
kuat agar terhindar dari penyalahgunaan, keterlambatan, dan ketidaktepatan sasaran. Namun,
dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala administratif dan teknis yang
memengaruhi efektivitas sistem tersebut.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain masih digunakannya prosedur manual
dalam proses klaim yang berpotensi membuka celah manipulasi data dan kecurangan,
termasuk praktik pendaftaran peserta dalam kondisi kritis untuk memperoleh manfaat JKM.
Selain itu, maladministrasi seperti keterlambatan pelayanan, penyimpangan prosedur, serta
rendahnya kompetensi petugas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
Kurangnya pemahaman ahli waris terhadap prosedur klaim serta ketidaksesuaian data
kepesertaan dengan dokumen kependudukan turut menyebabkan keterlambatan pencairan
klaim.

Dari perspektif akuntansi, kelemahan sistem prosedural dan pengendalian internal dapat
berdampak pada ketidakakuratan pencatatan transaksi, keterlambatan pelaporan, serta
meningkatnya risiko fraud. Padahal, pengendalian internal memiliki peran penting dalam
memastikan keandalan informasi keuangan, pengendalian pengeluaran kas, serta
perlindungan aset lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi,
pemisahan tugas yang jelas, serta mekanisme monitoring yang efektif.

Secara empiris, permasalahan tersebut dapat dilihat dari adanya klaim yang ditolak
maupun tertunda. Rata-rata dalam satu bulan terdapat beberapa klaim JKM yang ditolak dan
sejumlah berkas yang masih dalam proses, terutama untuk peserta dengan masa kepesertaan
kurang dari tiga bulan. Kondisi ini memerlukan pemeriksaan lanjutan (cek kasus) melalui
verifikasi lapangan guna memastikan validitas data dan kondisi peserta saat pendaftaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
sistem prosedural JKM di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng serta menilai kontribusinya
dalam memperkuat pengendalian internal, khususnya dalam aspek akuntansi. Hasil penelitian
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan program JKM.

Tabel 1.1 Klaim Ditolak

No Bulan Jumlah Keterangan
1 September 2025 7 Klaim Ditolak
2 Oktober 2025 10 Klaim Ditolak
3 November 2025 9 Klaim Ditolak

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, selama periode September—Desember
2025 terdapat 10 klaim Jaminan Kematian (JKM) yang berstatus tertunda karena memerlukan
pemeriksaan lanjutan (cek kasus). Penundaan ini disebabkan oleh perlunya verifikasi
mendalam terkait kesesuaian data kepesertaan dan kelengkapan dokumen. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa sistem prosedural dan pengendalian internal, khususnya pada tahap
verifikasi awal, belum berjalan optimal sehingga masih membutuhkan pengawasan tambahan.
Di satu sisi, proses cek kasus penting untuk mencegah klaim tidak sah, namun di sisi lain dapat
menyebabkan keterlambatan pencairan bahkan penolakan klaim, yang berpotensi
memengaruhi kepuasan peserta atau ahli waris.

Meskipun tingkat kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan secara umum tergolong
tinggi (sekitar 85% pada tahun 2023), masih terdapat kendala pelayanan seperti antrean,
peningkatan volume klaim, serta keterbatasan kapasitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa
sistem klaim JKM masih perlu ditingkatkan, terutama dari aspek efisiensi, kecepatan, dan
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kemudahan akses. Dalam konteks pengendalian internal, penerapan SOP, pemisahan fungsi,
serta pemanfaatan sistem informasi terintegrasi menjadi faktor penting untuk meminimalkan
risiko kesalahan dan kecurangan.

Namun demikian, implementasi pengendalian internal di instansi publik masih
menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya digitalisasi dan inkonsistensi penerapan
prosedur. Hal ini menunjukkan adanya research gap terkait kajian empiris implementasi
prosedural klaim JKM dalam mendukung pengendalian internal pada tingkat kantor cabang.
Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Implementasi Prosedural Klaim Jaminan
Kematian untuk Mendukung Pengendalian Internal pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Buleleng.”

2. Metode

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk
memperoleh informasi yang mendalam terkait proses klaim Jaminan Kematian (JKM).
Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen
tertulis yang relevan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang, pegawai bagian keuangan, serta
petugas pelayanan klaim. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen internal, seperti
laporan tahunan, kebijakan, serta catatan administratif yang berkaitan dengan prosedur klaim
JKM.

Analisis data menggunakan metode analisis konten (content analysis), yaitu dengan
mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang telah diperoleh. Proses ini
dilakukan untuk menemukan pola, tema, dan makna yang relevan sehingga dapat mendukung
pencapaian tujuan penelitian secara sistematis dan objektif.

3. Hasil dan Pembahasan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja
di Indonesia yang berawal dari Perum Astek (1977), kemudian berubah menjadi PT Jamsostek
(Persero) melalui UU No. 3 Tahun 1992, dan selanjutnya bertransformasi menjadi BPJS
Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014
sebagai badan hukum publik.

Logo BPJS Ketenagakerjaan memiliki makna filosofis melalui warna hijau
(kesejahteraan), putih (integritas), kuning (optimisme), dan biru (kepercayaan dan
keberlanjutan). Desain huruf “J” yang membelah lingkaran melambangkan pertumbuhan dan
komitmen menuju perlindungan menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja.

Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng terdiri dari Kepala Cabang,
Account Representative, Penata Madya Pelayanan, dan Penata Pengendalian Operasional.
Masing-masing memiliki peran dalam pelayanan kepesertaan, pengelolaan iuran, pelayanan
klaim, serta pengendalian operasional. Adapun visi BPJS Ketenagakerjaan adalah mewujudkan
jaminan sosial yang terpercaya dan menyejahterakan pekerja, dengan misi memberikan
perlindungan, pelayanan optimal, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Implementasi Sistem Prosedural Jaminan Kematian

Implementasi sistem prosedural Jaminan Kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Buleleng dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan mengacu pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara nasional. Proses dimulai dari penerimaan
berkas klaim oleh petugas pelayanan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan
dokumen administratif seperti identitas peserta, bukti kepesertaan, serta dokumen pendukung
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lainnya. Tahapan awal ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa klaim yang
diajukan telah memenuhi persyaratan administratif sebelum diproses lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan melalui sistem informasi
yang terintegrasi. Pada tahap ini, petugas melakukan pengecekan terhadap status
kepesertaan, masa iuran, serta kesesuaian data dengan basis data yang dimiliki oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau indikasi tertentu, klaim akan
masuk ke tahap pemeriksaan lanjutan atau cek kasus untuk memastikan keabsahan klaim.
Proses ini menunjukkan bahwa sistem prosedural tidak hanya berfungsi sebagai alur
administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah terjadinya klaim
yang tidak sah.

Setelah seluruh tahapan verifikasi dan validasi dinyatakan sesuai, klaim akan memasuki
tahap otorisasi. Proses otorisasi dilakukan secara berjenjang oleh pihak yang berwenang sesuai
dengan struktur organisasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap klaim yang
disetujui telah melalui proses pemeriksaan yang memadai. Selanjutnya, bagian keuangan
melakukan pencairan dana kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan
tersebut terdokumentasi dalam sistem sehingga menghasilkan jejak audit yang dapat ditelusuri
kembali apabila diperlukan.

Dalam praktiknya, setiap klaim yang telah diverifikasi oleh bidang pelayanan tidak
langsung dicairkan, tetapi terlebih dahulu melalui pemeriksaan ulang oleh bagian keuangan.
Mekanisme ini menunjukkan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit pelayanan dan
unit keuangan sebagai bagian dari pengendalian internal. Dengan adanya pemisahan tugas ini,
risiko kesalahan administratif dan potensi kecurangan dapat diminimalkan karena tidak
terdapat satu pihak yang mengendalikan seluruh proses klaim.

Penggunaan sistem informasi terintegrasi juga menjadi faktor penting dalam
mendukung implementasi sistem prosedural JKM. Sistem ini memungkinkan pencatatan data
secara real-time, mempercepat proses verifikasi, serta meningkatkan akurasi dan transparansi
dalam pengelolaan klaim. Selain itu, sistem ini juga mempermudah proses monitoring dan
evaluasi oleh manajemen sehingga pelaksanaan prosedur dapat berjalan lebih efektif dan
efisien.

Sistem prosedural klaim JKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung
pengendalian internal di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng. Sistem ini berfungsi sebagai
pedoman operasional yang mengatur alur kerja secara sistematis dan memastikan bahwa
setiap tahapan proses klaim dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya
prosedur yang jelas dan terdokumentasi, setiap aktivitas dapat dikendalikan, diawasi, dan
dipertanggungjawabkan.

Penerapan sistem prosedural mampu menciptakan pemisahan fungsi yang tegas
antara unit pelayanan dan unit keuangan. Unit pelayanan bertanggung jawab dalam menerima
dan memuverifikasi dokumen klaim, sedangkan unit keuangan bertugas melakukan
pemeriksaan ulang dan pencairan dana. Pemisahan fungsi ini menjadi bagian penting dalam
aktivitas pengendalian karena dapat mengurangi risiko benturan kepentingan serta
meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam proses klaim.

Selain itu, sistem prosedural juga mengatur adanya mekanisme otorisasi berjenjang
sebelum pencairan dana dilakukan. Setiap klaim harus melalui proses persetujuan oleh pihak
yang berwenang, sehingga memastikan bahwa klaim yang dibayarkan telah sesuai dengan
ketentuan. Mekanisme ini berperan dalam menjaga keandalan proses keuangan serta
meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Peran lainnya terlihat dari pemanfaatan sistem informasi terintegrasi yang
memungkinkan monitoring secara real-time terhadap seluruh proses klaim. Sistem ini tidak
hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana pengawasan yang
memungkinkan manajemen untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian data atau potensi
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masalah secara lebih cepat. Selain itu, sistem ini menghasilkan jejak audit yang dapat
digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengawasan.

Dalam perspektif pengendalian internal, implementasi sistem prosedural JKM di BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Buleleng mencerminkan penerapan komponen pengendalian internal
secara terpadu. SOP vyang diterapkan menjadi dasar dalam menciptakan lingkungan
pengendalian yang mendukung pelaksanaan aktivitas operasional secara tertib dan sesuai
ketentuan. Kepatuhan terhadap SOP menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam
menjaga integritas dan akuntabilitas.

Aktivitas pengendalian tercermin dalam adanya pemisahan fungsi, pemeriksaan
berlapis, serta sistem otorisasi berjenjang dalam setiap tahapan proses klaim. Setiap klaim
yang diajukan harus melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat sebelum disetujui untuk
dicairkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah sesuai dengan
ketentuan serta mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan.

Penggunaan sistem informasi terintegrasi juga berperan penting dalam mendukung
pengendalian internal, khususnya dalam aspek informasi dan komunikasi. Sistem ini
memungkinkan pencatatan data secara akurat, penyampaian informasi secara cepat, serta
monitoring yang berkelanjutan. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini dapat digunakan oleh
manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja.

Selain itu, kegiatan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan
bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan ini dilakukan
melalui evaluasi internal, pemeriksaan dokumen, serta penelusuran data dalam sistem.
Dengan adanya monitoring yang efektif, setiap penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan
ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, implementasi sistem prosedural JKM tidak hanya mendukung
kelancaran proses pelayanan klaim, tetapi juga memperkuat pengendalian internal melalui
peningkatan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga
mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

4. Simpulan dan Saran

Kegiatan operasional pada Kantor Cabang Pratama meliputi fungsi perencanaan,
koordinasi, dan pengawasan pada bidang kepesertaan, pelayanan peserta, serta dukungan
usaha seperti umum, SDM, teknologi informasi, dan keuangan termasuk administrasi iuran.
Pelaksanaan operasional mencakup akuisisi dan reaktivasi peserta, pembinaan hubungan
peserta, serta pengelolaan dan verifikasi data untuk mencapai target kepesertaan dan iuran.
Selain itu, kegiatan juga meliputi penyusunan anggaran klaim, laporan keuangan dan
perpajakan, serta pelayanan administrasi klaim dan pengaduan guna mendukung efektivitas
dan efisiensi operasional.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem prosedural Jaminan Kematian (JKM)
di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng telah berjalan secara terstruktur dan konsisten
sesuai SOP yang berlaku. Proses klaim dilakukan secara sistematis mulai dari penerimaan
berkas, verifikasi, validasi, hingga pencairan dana. Sistem ini berperan dalam memperkuat
pengendalian internal melalui pemisahan fungsi, otorisasi berjenjang, serta penggunaan sistem
informasi terintegrasi yang menghasilkan audit trail. Secara keseluruhan, sistem prosedural
tersebut mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalkan risiko
kesalahan dan penyimpangan.

Sebagai saran, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat terus meningkatkan konsistensi
penerapan SOP, melakukan evaluasi sistem informasi secara berkala, serta memperkuat
kompetensi pegawai dalam pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi. Penelitian
selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan variabel penelitian, termasuk melakukan
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studi komparatif antar cabang atau pada program jaminan sosial lainnya, guna memperoleh
hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.
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